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BUPATI TUBAN 

' PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPr'-TI TUBAN 

NOMOR 8 TAtIUN 2021 

TENTAlliG 
! 

PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI Af>ARATUR SIPIL NEGARA DAN 

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN (ru'BAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUf!AN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelo!aan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentsng Standar Harga Satuan Regional 

serta dalam rangka menunjlu,g pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pegawai Aparatur Sipil Nega\ra dan Pegawai Non Aparatur Sipil 

Negara di lingkungan Penlerintah Kabupaten Tuban, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Nega'ra dan Pegawai Non Aparatur Sipil 

Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; 
I 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah ': Kabupaten Dalam Lingkungan 
' Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
! 

Tabun 1950 Nomor 41); sebagaimana telab diubab dengan 

Undang-Undang Nom01' 2 Tabun 1965 (Lembaran Negara 

Republik lodonesia Tallun 1965 Nomor 19, Tambahan 
! 

Lembaran Negara Republik lodonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang N~r 17 Tabun 2003 tentang 
' Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
; 

Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noll/or 4236); 



, 
' 

3. 

4. 
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Undang-Undang Notrior 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Nega)-a (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonJsia Nomor 4355); 
I 

Undang-Undang Non:lor 33 Tahun 2004 tentang 
I 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
I 

Pemerintahan Daeralj. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004,Nomor 126, Tambahan Lembaran 
I 

Negara Republik Indon<jsia Nomor 4438); 
' 

Undang-Undang No!T\or 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebaga.imana telilh diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nonior 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indtjnesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
I 

6398); ' 

6. Undang-Undang Nolnor 23 Tahun 2014 tentang 

7. 

Pemerintahan Daeriili (Lembaran Negara Republik 
I 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
I 

Negara Republik Indo,jesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah ~berapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
I 

Perubahan Kedua jl.tas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang I Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

. ' Peraturan Pemenntah i Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lenltbaran Negara Republik Indonesia 

' 
Tahun 2016 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peratui-an Pemerintah Nomor 72 Tahun 

' 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
' Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
' 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahtm Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402)i 
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Peraturan Pemerintah j Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan i Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonJsia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Admmistrastif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rl).kyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

I 
Peraturan Pemerintah i Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangap. Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia n.hun 2019 Nomor 42, Tambahan 

I 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksana.$1 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten~g Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan j (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 *omor 199); 
Peraturan Presiden ~omor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah\ln 2020 Nomor 57); 
Peraturan Menteri Dahbn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan [ Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indo*esia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

' Atas Peraturan Mentetj Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembet\.tukan Produk Hukum Daerah 
( 

• I 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); I 

Peraturan Menteri Dala\n Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokari Kemampuan Keuangan Daerah, 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjwaban Dana 
Operasional (Berita N,;gara Repu blik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); , 

I 
Peraturan Menteri Dal,µn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

L 
tentang Pedoman Tekn1s Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

Peraturan Daerah Kab4paten Toban Nomor 06 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabilpaten Toban Tahun 2007 seri E 

' ~ Nomor 21); , 
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MEMUTUSKAN: 
I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI 
PEGAWAI APARATUR SIPH, NEGARA DAN PEGAWAI NON 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN 

BABI 

KETE;NTUAN UMUM 

: Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, 1
1

yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupati,n Toban. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintab Kabupaten Toban. 

3. Bupati adalah Bupati Toban. 

4. Pegawai Aparatur Sipil I Negara, yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah I?egawai Nege,-i Sipil dan Pegawai 

' 
Pemerintab dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleb 
Pejabat Pembina Kepe~waian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi dalarn suatu 
jabatan Pemerintaban .ltau diserahi tugas Negara Iainnya 
dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Pegawai Non Aparatuti, Sipil Negara, yang selanjutnya 
disebut Pegawai Non AJ3N adalah Pegawai yang diangkat 
dengan Perjanjian Ko~trak Kerja untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksli.nakan tugas pemerintaban dan 
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan 
administrasi sesuai detlgan kebu tuhan dan kemampuan 
organisasi. I 

6. Kemampuan Keuangan'
1 
Daerah adalah klasifikasi suatu 

I 
daerah untuk mene'i'-tukan kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah. 

I 

7. Anggaran Pendapatan 1 dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat )u,so adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

' Perwakilan Rakyat Daerah. 
' 8. Perjalanan Dinas ada!lah perjalanan dalam atau luar 
' wilayah Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang 

dituju dalam rangka lmelaksanakan tugas kedinasan 
untuk kepentingan pembrintaban daerah dan kembali ke 
tempat kedudukan sem1j.la. 

9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas 
dari tempat kedudukan )<e tempat yang ditaju yang tanpa 
melewati batas Daerali dan kembali 1agi ke tempat 
kedudukan semula di o.l.erah. 
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1 O. Perjalanan Din as Luar, Dae rah adalab perjalanan din as 

dari tempat keduduk,µi ke tempat yang dituju yang 
' melewati batas Daerah dan kembali lagi ke tempat 
' 

kedudukan semula di Oaerah. 

11. Pajabat Yang Berwen,ing adalab Bupati/Wakil Bupati, 

Pimpinan DPRD, Pen~na Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atau pejatiat yang diberi wewenang oleb 

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran di 

Lingkungan Pemerintali Daerah. 

12. Perjalanan Dinas Ja~tan adalab perjalanan ke luar 

tempat kedudukan b<µk perseorangan maupun secara 

bersama, yang d*kan dalam wilayab Republik 

Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah 

Ptjabat yang Berwenanj?:. 

13. Lumpsum adalah uang:yang dibayarkan sekaligus. 
I 

14. Biaya Riil adalab biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

bukti pengeluaran yang sab. 

15. Perbitungan Rampu~g adalab perbitungan biaya 

perjalanan yang dihltung sesuai kebutuban riil 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya 

disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai 
' 

ASN dan Pegawai Non ASN, untuk melaksanakan 

Perjalanan Dinas. 

17. Wilayab Jabatan adalab wilayab kerja dalam meajalankan 

tugas pokok dan fun~. 
18. Tempat Kedudukan adlllab tempat dimana Satuan Kerja 

I 
Perangkat Daerah berada. 

' 19. Tempa.t Bertolak adalab tempa.t/kota melanjutkan 

perjalanan dinas ke teriipat tujuan. 

20. Tempa.t Tujuan adalab! tempa.t/kota yang menjadi tujuan 

perjalanan dinas. 

21. Uang barian Pendidikan dan Pelatiban adalab uang yang 

diberikan dalam bal perjalanan dinas untuk mengikuti 

pendidikan dan lati.bap yang diselenggarakan di dalam 

Daerah atau di luar Dafrab. 

22. Surat Perintah Tug,\S adalab Surat Perintah yang 
' 

ditandatangani oleb Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran, untuk PerjlJ-lanan dinas yang dilakukan oleb 

Pegawai ASN dan Pegatai Non ASN. 
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: BABII 

RUANO L!NGKUP 
I Pasal 2 

Peraturan Bupati ini menijatur mengenai pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Perja)anan Dinas bagi Pegawai ASN 

dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Toban yang dibebankan patla APBD. 

BAB III 
! 

BIAYA PERJALANAN DINAS 
' 
' Pasal 3 
I 

( l) Bia ya PerjaJanan Dinaf adaJab Bia ya yang dikeluarkan 

untuk membiayai PerjaJanan Dinas. 
(2) Biaya PerjaJanan Dina11 sebagaimana dimaksud pada ayat 

' ( l) terdiri dari: : 
a. uang harian meruplikan penggantian biaya keperluan 

sehari-hari Pegawaii ASN dan Pegawai Non ASN daJam 

menjaJankan perintah perjaJanan dinas lebih dari 8 

(delapan) jam yang! meliputi keperluan uang makan, 
. ' transportast lokaJ, dan uang saku; 

b. biaya transportasi; ! 

c. biaya penginapan; dan 
d . ' . uang representa.s1. 1 

(3) Uang harian sebagainulna dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dibayarkan secara lumpsum dan merupakan hatas 
tertinggi. 

(4) PerjaJanan dinas di dlaiam negeri yang kurang dari 8 
(delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi 
lokaJ. 

(5) Biaya transportasi sehagaimana dimaksnd pada ayat (2) 

huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk: 

a. perjaJanan dari fiempat kedudukan ke terminal 

bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan 
sampai tempat tujuan pergi pulang; dan 

b. retribusi yang I dipungut di terminal 

bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai Peraturan 

Daerah setempat. I 

(6) Biaya penginapan se~a dimaksud pada ayat (2) 
huruf c adaJab biaya y~g diperlukan untuk menginap: 
a. di hotel; 

I 
b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat 

' hotel; 
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! 
c. dalam ha! pelal<!sana perjalanan dinas tidak 

menggunakan fasilifas hotel atau tempat penginapan 
lainnya dengan lnelampirkan surat pemyataan 
bennaterai cukup; kepada yang bersangkutan 
diberikan biaya pen~apan sebesar 30 % (tiga puluh 

persen) dari tarip hbtel/penginapan di daerah tujuan 
sesuai dengan tingltatan pelaksana perjalanan dinas 

dan dibayarkan sec,µ-a lumpsum; 
d. Yang dimaksud dsetah tujuan sebagaimana dimaksud 

I 
pada huruf c adal94 daerah provinsi yang didalamnya 
mencakup seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi 
tersebut yang menjaki; tujuan perjalanan dinas; dan 

e. Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf 

c, dibuat dan ~tandatangani oleh pelaksana 
perjalanan dinas. . 

(7) Uang Representasi sebi>.gaimans dimaksud pada ayat (2) 
huruf d diberikan kepacla Pejabat Struktural eselon II. 

(8) Transportasi lokal s¢bagaimana dimaksud ayat (2) 

huruf a adalah PegaWRI ASN dan Pegawai Non ASN yang 
' melakukan perjalanan dinas dari tempat tujuan ke tempat 

tujuan yang lain dalam isatu kota tujuan. 
(9) Biaya transportasi dan! biaya penginapan dalam rangka 

perjalanan dinas dibaya'rkan sesuai dengan biaya riil. 
' 
i Pasal 4 

(I) Bia ya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran 
i 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD 
bersangkutan a tau i sesuai ketentuan kesepakstan 
menanggung biaya perjalanan dinas. 

I 

(2) Pejabat yang berwenapg memberi perintah perjalanan 

dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang 
I 

diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut 
i 

dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkenaan. 

Pasal 5 
I 

Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dilarang menerima biaya 
perjalanan dinas rangkaJi (dua kali atau lebih) untuk 
perjalanan dinas yang dilakt)kan dalam waktu yang sama. 

i Pasal 6 
(1) Biaya perjalanan dinajs sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) tingkat yaitu 
tingkat B dan tingkat cl 

(2) Perjalanan Dinas tingkltt B sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diperuntukan Pejabat Eselon II; 

' 
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(3) Perjalanan Dinas tingk),.t C sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diperuntukan I!ejabat Eselon 111/PNS Golongan IV, 
Pejabat Eselon IV /PNS Golongan III, PNS Golongan II 

I danl; , 

(4) Bagi Pegawai ASN dan: Pegawai Non ASN yang mengikuti 
kegiatan pendidikan clan pelatihan/bimbingan teknis/ 
,zjenisnya diberikan uang harian perjalanan dinas dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, 
kepada pelaksan~ perjalanan dinas diberikan uang 
harian sesuai sdndar harga satuan uang harian 
perjalanan dinas blasa; 

b. kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang 
harian pendidikan pelatihan sesuai jumlah hari 
pelaksanaan kegiatan diluar hari keberangkatan dan 
kepulangan; dan ; 

c. Dalam ha! penye1engga.ra kegiatan pendidikan dan 
pelatihan/bimbinil,.n teknis/ sejenisnya tidak 
menyediakan korisumsi dan/atau akomodasi bagi 

peserta, uang J:tarian perjalanan dinas sejak 
keberangkatan hingga kembali dibayarkan sesuai 
standar harga sat':'an uang harian perjalanan dinas. 

(5) Uang harian se~ dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) 

diberikan da1am r<\ngka menjalankan tugas untuk 
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan 
teknis/,zjenisnya yang diselenggarakan di dalam kota 
yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau 
diselenggarakan di Iuar kota. 

(6) Perjalanan dinas m~mpertimbangkan kewajaran dan 
kepatutan. ! 

(7) Non ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk 
kepentingan negara di$tarakan golongan II. 

Pasal 7 

( I l Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas 
jabatan diberikan: , 

a. untuk perjalanan tlinas luar daerah; 
' b. menurut banyalmya hari yang digunakan untuk 

melaksanakan peJaianan dinas; 
' c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang 

bersangkutan jatuh sakit/berobat da1am ha! Pegawai 
ASN dan Pegawai Non ASN sedang melakukan 
perjalanan dinas jftuh sakit; 



' 

d. 

e. 

I 
selama-lamanya 31 (tiga) hari ditempat penjemputan 
jenazah dan selarlia-lamanya 3 (tiga) hari ditempat 
pemakaman je'!lazah dalam ha! jenazah 
tersebut tidak dlmakamkan ditempat kedudukan 
almarhum/almarh\imah yang bersangkutan untuk 
Pegawai ASN dan lpegawai Non ASN yang meninggal 
saat melaksan~ perjalanan dinas; dan 
selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman 
jenazah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang 
meninggal dan dimakamkan tidak ditempat 
kedudukan almarhum/ almarhumah yang 
bersangkutan. 

(2) Dalam ha! perjalanan, dinas jabatan dilakukan secara 
bersama-sama untuk, melaksanakan suatu kegiatan 

' tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pegawai ASN 
dan Pegawai Non I ASN dapat menginap pada 
hoteJ/penginapan yai,_g sama sesuai dengan tarif 

penginapan/hotel yan~ telah ditetapkan untuk masing
masing Pegawai ASN d'P' Pegawai Non ASN. 

(3) Apabila biaya pengi~pan pada hotel/penginapan yang 
sama sebagaimana cliJ;naksud pada ayat (2) Iebih tinggi 
maka dapat mengguruilcan fasilitas kamar dengan biaya 
terendah pada hotel/~nginapan dimaksud. 

iPasal 8 

Biaya perjalanan dinas dit$pkan berdasarkan satuan biaya 
' 

untuk masing-masingjenis biaya sebagai berikut: 
a. besaran uang harian untuk perjalanan dinas ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

b. biaya transportasi sebagai berikut: 
1. bagi Pegawai A$N dan Pegawai Non ASN yang 

melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan 
' umum diberikan I biaya transportasi berdasarkan 

fasilitas transportj>si sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II y'Eg merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari I Peraturan Bupati ini dan sesuai 
dengan tarif yangl berlaku umum dan satuan biaya 
dalam standar hruiga satuan regional; 

2. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang 
melakukan perj~an dinas dengan kendaraan 
dinas diberikan1 bantuan bahan bakar minyak, 
kebutuhan to! da.J retribusi parkir sesuai kebutuhan 
riil· : 

' 
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' 

Satuan Biaya penginapan bagi Pegawai ASN dan Pegawai 
Non ASN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran III yang me,jupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ;hi. 
Bagi Pegawai ASN dan! Pegawai Non ASN diberikan uang 
Representasi perhari ! sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV yang me,jupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

(1) Pembayaran biaya P'irjalanan dinas dapat dilakukan 
dengan mekanisme I Uang Persediaan/Ganti Uang 

' dan/atau Pembayaran1 Langsung. 
(2) Pembayaran biaya pe~alanan dinas melalui mekanisme 

Pembayaran Langsuhg hanya dilakukan untuk 
pembayaran kepada , pihak ketiga yang memenuhi 
ketentuan: 
a. biaya perjalanan ilinas untuk pembelian/pengadaan 

tiket dan/atau ! biaya penginapan yang nilai 
nominalnya meqgharuskan untuk dilakukan 
pembayaran me~Ui pihak ketiga; 

b. pihak ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa 
perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan 
jasa perhotelan/penginapan; dan 

c. penetapan pih3ik ketiga dilakukan melalui 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan 
peraturan perund,;lng-undangan. 

(3) Kontrak/perjanjian dei!igan pihak ketiga dapat dilakukan 
untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode 
tertentu yang sudah memperhitungkan pajak. 

(4) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi 
ketentuan penginapan yang telah ditetapkan pada 

' lampiran III Peraturan Bupati ini. 
(5) Ketentuan pengina~ dan fasilitas transportasi yaog 

tidak ada dalam lampitan menggunakan bukti riil (sesuai 
I 

dengan harga pasar) ditambah dengan pajak. 
(6) Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme Uang 

Persediaao/Ganti Uang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

I Pasal 10 

( 1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata 
melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, 
pajabat yang berwehang dapat mempertimbangkan 
tambahan uang harian dan biaya penginapan 
sepanjang kelebihan · tersebut bukan disebabkan 
kesalahao/kelalaian Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN 
bersangkutan. 
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(21 Dalam ha! jumlah h perjalanan dinas ternyata kurang 

dari jumlah hari yant ditetapkan dalam SPPD, maka 

Pegawai ASN dan Peg,f_wai Non ASN yang bersangkutan 

wajib menyetorkan kelnba!i kelebihan uang harian dan 

penginapan yang telah diterimanya. 

(31 Tambahan uang himan dan biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 I 
penginapan 

tidak dapat 

dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e. 

BABIV 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BIAYA I?ERJALANAN DINAS 

I Pasal 11 

(1) Untuk dapat melak:ukan perjalanan dinas, Pegawai ASN 

dan Pegawai Non ASN lharus diberikan SPPD dari Pejabat 

Yang Berwenang, sesulai contoh sehagaimao~ tercantum 

dalam lampiran Vi yang merupakan bagian tidak 
' terpisahkan dari Peranlran Bupati ini. 
' 

(2) Pejabat yang berwenartg hanya dapat menerbitkan SPPD 
' untuk perjalanan dines yang biayanya dibebankan pada 

anggaran yang tersedia: pada Satuan Kerja berkenaan. 

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD 

sekaligus menetapkan : alat transportasi yang digunakan 

untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan 

dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan 
perjalanan dinas tersebut. 

(4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat 

secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas 
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI 

' 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

' Peraturan Bupa.ti ini. i 

' (5) Pada SPPD dicatat : I 

a. tanggal berangk,j.t dan kembali dari tempat 

kedudukan/tempJt berada dan ditandatangani oleh 

Pejabat yang berw~nang/Pejabat lain yang ditunjuk; 
' 

b. tanggal tiba dan *embali di/dari tempat tujuan dan 

ditandatangani ol~h Pihak/Pajabat di tempat yang 
didatangi. 
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Pasal 12 

(1) Biaya perjalanan ditias dipertanggungjawabkan oleh 

Pegawai ASN dan Pe~wai Non ASN yang melakukan 

perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyampaikan 
' seluruh bukti pengeluaran yang sah kepada Pejabat yang 

berwenang. 

(2) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyaknya 

hari yang digunakan , untuk melaksanakan perjalanan 

dinas. 
(3) Biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas 

dipertanggungjawabkan sesuai biaya rill yang dikeluarkan 

berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. 

(4) Bukti pengeluaran ya.titg sah untuk biaya transportasi, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari: 

a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal 

bus/ stasiun/ban~am/pelabuhan pergi pulang; 
' b. tiket transj:,ortasi dari terminal 

bus/stasiun/band,rra.J pelabuhan ke tempat tujuan 
• i 

perg, pulang; ' 

c. bukti pembayaratretribusi; 
d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya. 

(5) Tiket transportasi , · bandam/ tiket pesawat agar 
dilampiri boarding pasJ. 

(6) Dalam ha! tiket transl,ortasi dari tempat kedudukan ke 

terminal bus/stasiun/bandam/pelabuhan pergi pulang 

dan tiket transportasi dari t,erminal bus/ stasiun/ 

bandam/pelabuhan ktj tempat tujuan pergi pulang serta 

bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak 
diperoleh, Pegawai A.SN dan Pegawai Non ASN yang 

melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran 

Rill yang dibutuhkan ,untuk biaya transportasi tersebut 

yang disetujui Prjabat Yang Berwenang, dengan 

menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran 

sebagai pengganti · bukti pengeluaran dimak-.ud 

sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(7) Bukti pengeluaran y~ sah untuk hiaya penginapan 

sebagaimana dimaks~d pada ayat (3) dapat berupa 

kuitansi atau bukti pet)lbayaran lainnya yang dikeluarkan 
oleh hotel atau tempat lnenginap lainnya. 
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(8) Dalam ha1 di tempal! menginap Jainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b tidak dapat 
mengeluarkan kuitansi, Pegawai ASN dan Pegawai Non 

ASN yang rnelakukan Frjalanan dinas rnembuat Daftar 
Pengeluaran Rill yang dibutuhkan untuk biaya 

' penginapan tersebut ' yang disetujui Pejabat yang 
berwenang, dengan ! rnenyatakan tanggungjawab 

' sepenuhnya atas pe~eluaran sebagai pengganti bukti 
pengeluaran dimak~ud sebagaimana tercantum dalam 

' lampiran VII yang mel-upakan bagian tidak terpisahkan 
' dari Peraturan Bupati !hi. 

(9) Pejabat yang berwe\iang menilai kesesuaian dan 
kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam "Daftar 

r 

Pengeluaran Rill"'. 
( 10) Bia ya transportasi 

mengikuti seminar, 
sebesar biaya riil 
pengeluaran. 

'1 

, keberangkatan dalam rangka 
rapat, dan lain-lain dibayarl<an 
yang dikeluarkan sesuai bukti 
' 

(11) Biaya transportasi ke~ulangan dalam rangka mengikuti 
' seminar, rapat, dan lain-Jain dibayarkan sesuai tarif yang 
I 

berlaku. ' 

: Pasal 13 

(1) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang berwenang 
bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini di Lingkungsn Satuan Kerja masing-masing. 

(2) Pegawai ASN dan Pega\\,ai Non ASN yang berwenang wajib 
membatasi pelaksanaal:i perjalanan dinas untuk hal-hal 
yang mempunyai pribritas tinggi dan penting serta 
mengadakan penghenJ.tan dengan mengurangi frekuensi, 
jumlah orang dan lamanya perjalanan. 

(3) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan 
perjalanan dinas beik.nggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari 

' 
kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan 
dalam hubungannya d<tngan perjalanan dinas dimaksud. 

' ' 
(4) Terhadap kesalahari, k"lalaian atau kealpaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan 
tindakan berupa: 

a. tuntutan ganti !rugi sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku; dan 

b. hukuman admiriistratif dan tindakan-tindakan 
lainnya menurut kbtentuan yang berlaku. 

I 
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

I Pasa114 
I 

Segi,la pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat 
' 

pelaksanaan Peraturan Bu/,ati ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja oJerah Kabupaten Toban. 
' 1 Pasal 15 

Dengan berlakunya Pera~ran Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Toban Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas 
Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Iingkungan 

Pemerintah Kabupaten rt.ban (Berita Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2018 Seri E ikomor 74, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
1 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

', Pasal 16 
I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! ditetapkan. 
I 

Agar setiap orang jnengetahuinya, memerintabkan 
' pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
I 

dalrun Berita Daerah Kabupaten Toban. 
I 

Diundangkan di Toban 

pada tanggal 4 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

Ditetapkan di Toban 

pada tanggal 4 Januari 2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERIE NOMOR 4 



. . 
LAMPIRANI I 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 8 I TAlllJN 2021 

TENTANG , 
PERJALANANI. DINA$ BAGI PEGAWAI APARATUR 
SIPIL NEGAR,\ DAN PEGAWAI NON APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN 

SATUAN UANG HARIAN RERJALANAN DINAS 

I. LUAR DAERAH 

' PENDIDIKAN DAN 
DAERAH TUJUAN SATUAN LUARDAERAH NO PELATIHAN 

I 
1 2 3 !4 5 

I. Aceh OH Rn. 3~0.000,00 Ro. 110.000,00 
' 2. Sumatera. U-tara OH Rn. 3'70.000,00 RD. 110.000,00 

3. Riau OH Ro. 370.000,00 Rn. 110.000,00 

4. Kenulauan Riau OH Ro. 3170.000,00 Ro. 110.000,00 

5. Jambi OH Ro. 370.000 00 Ro. 110.000,00 

6. Sumatera Bara.t OH Ro. 3!.n.000,00 Ro. 110.000,00 

7. Sumatera Selatan OH Ro. 380.000,00 Ro. 110.000.00 

8. Lam:pun~ OH Rn. 3$0.000,00 RD. 110.000,00 

9. Benukl1lu OH Rn. 3/lo.000 00 Rn. 110.000,00 

10. Belinm• OH Ro. 4~0.000,00 Rn. 120.000,00 

11. Banten OH Ro. 370.000,00 Ro. 110.000,00 

12. JawaBarat OH Ro. 430.000,00 l>n. 130.000,00 

13. DKI Jakarta OH Rn. 5;30.000,00 Rn. 160.000,00 

14. JawaTeneah OH Rn. 370.000,00 P-n_ 110.000,00 

15. DI y OH Rn. 420.000 00 o..._ 130.000.00 

16. Jawa Timur OH Rn. 4[0.000,00 Ro. 120.000,00 

17. Bali OH Ro. 4/lo.ooo,oo Ro. 140.000,00 

18. Nusa Te Barat OH Ro. 440.000 ,00 Ro. 130.000,00 

19. NusaT Timur OH Ro. 4$0.000,00 Ro. 130.000,00 

20. Kalimantao Barat OH Rn. 380.000,00 Rn. 110.000,00 

21. Kalimantan Tengah OH Rn. 360.000,00 Rn. 110.000 00 

22. Kalimantan Sela.tan OH Rn. 3~0 .000,00 Rn. 110.000,00 

23. Kalimantan Timur OH Rn. 4~0.000,00 Rn. 130.000,00 

24. Kalimatao Utara OH Rn. 430.000,00 Ro. 130.000,00 

25. Sulawesi Utara OH Rn. 3'10.000 00 J?n. 110.000.00 

26. Gorontalo OH Ro. 370.000 00 lh,,_ 110.000.00 
27. Sulawesi Barat OH -. 4\0.000,00 Rn. 120.000,00 

28. Sulawesi SeJatan OH Rn. 4J.o.ooo,oo Rn. 130.000,00 

29. Sulawesi Tennon OH on.. a'?'o.000,00 Rn. 110.000,00 

30. Sulawesi Ten......,.-ra OH 
; 

Rn. 380.000 00 Rn. 110.000.00 
31. Maluku OH Rn. 3$o.OOO 00 Ro. 110.000,00 
32. Maluku Utara OH Ro. 4~0.000,00 Ro. 130.000,00 
33. Panua OH ' J?n. 580.000,00 Rn. 170.000,00 
34. °"'"'-ua Bara.t OH Rn. 480.000 00 J?n_ 140.000.00 



• .. -2-

II. DALAMDAERAH 

SATUAN ~DAERAH 
PENDJDIKAN DAN 

NO DAERAH TUJUAN 
PELATIHAN 

1. DalamDaerah OH Rp. ~60.000,00 Rp. 120.000,00 
Kaburu:iten Tuban 

BUPA 

L HUDA 



' LAMPIRAN II I 
PERATURAN BUPATI TUBAN 

! 
NOMOR 8 TAHUN 2021 
TENTANG 
PERJALANAN DlNAS BAGI PEGAWAI APARATIJR 
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LlNGKUNGAN PEMERlNTAH 
KABUPATEN TUBAN 

FASILITASI TRANSPORT PEGAWAI APARA-rhR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI 
NON APARATUR SIP!L NEGARA DI Llf(GKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN WBAN 
'· 

' 
TINGKAT BIAYA PESAWA't KAPAL KERETA 

NO URAIAN PERJALANAN UDARA' LAUT API/BUS 
LAINNYA 

DlNAS 

' 

1. PEJABAT A Ekonomi Kelasl B Ekselrutif Sesuai 
ESELON II Kenyataan 

2. PEJABAT B Ekonomi ·1 Kelas II A Eksekutif Sesuai 
ESELON III/ Kenyataan 
PNSGOLN 

PEJABAT 
ESELON NJ 

' PNS GOLIII 
! 

PNS GOL II ' ' 
DANI 

BUPA 

H. FATHUL HUDA 



LAMPIRANJ 
PERATURAN! BUPATI TUBAN 
NOMOR 8: TAHUN 2021 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAl 
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAl NON 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

SATUAN BIAYA PENGJNAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
BAGI PEGAWAl APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAl NON APARATUR 

SJPIL NEGARA DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

NO PROVINSI SATUAN 

1 2 

1 ACEH 

2 

3 

4 

SUMATERA 
Ul'ARA 

RIAU 

KEPULAUA 
NRIAU 

5 JAMBI 

6 

7 

SUMATERA 
BARAT 

SUMATERA 
SELATAN 

8 L.AMPUNG 

9 BENGKULU 

BANGKA 
lO BELITUNG 

11 HANTEN 

12 JAWA 
BARAT 

13 D.K.I 
JAKARTA 

JAWA 14 
TENGAH 

D.I. 
15 YOGYAKAR 

TA 

16 
JAWA 
TIMUR 

17 BAU 

NUSA 
18 TENGGARA 

BARAT 

NUSA 
19 TENGGARA 

TIMUR 

3 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

PEJABAT 
ESELONII 

; 

j TARIF H<ITEL 

PEJABAT 
ES).;LON ID./ 

G000NGANIV 

PEJABAT 
ESELON IV/ 
GOLONGAN 

m 

GOLONGAN 
!/Il 

4 5 6 7 

Rp 3.526.000,00 Rpl.~94.000,00 Rp556.000,00 Rp556.000,00 

Rp 1.518.000,00 Rpl.100.000,00 Rp530.000,00 Rp530.000,00 

Rp3.119.000,00 Rpl.650.000,00 Rp852.000,00 Rp852.000,00 

Rp 1.854.000,00 Rp2.837.000,00 Rp792.000,00 Rp792.000,00 

Rp 3.337.000,00 Rpl.212.000,00 RpSB0.000,00 Rp580.000,00 

Rp 3.332.000,00 

Rp 3.038.000,00 

Rp 2.067.000,00 

Rp 1.628.000,00 

Rp 2.838.000,00 

Rp 2.373.000,00 

Rp 2.755.000,00 

Rpl~SJ.000,00 

; 
Rpl.,71.000,00 

Rp650.000,00 Rp650.000,00 

Rp861.000,00 Rp861.000,00 

Rpl.~40.000,00 RpSS0.000,00 Rp580.000,00 

Rp1.546.ooo,oo Rp630.000,oo Rp630.ooo,oo 

I 
Rpl.9i57.000,00 Rp622.000,00 Rp622.000,00 

' 
Rpt.qo<l.000,00 Rp718.000,00 Rp718.000,00 

Rpl.OQ6.ooo,OO Rp570.000,00 Rp570.000,00 
' 

Rp 1.490.000,00 Rp 992.000,00 Rp730.000,00 Rp730.000,00 

Rp t.480.000,00 Rp 954.ooo,oo RpGOo.000,00 Rp6oo.ooo,oo 

Rp 2.695.000,00 Rpl.348.000,00 Rp845.000,00 Rp845.000,00 

Rp 1.605.000,00 Rpl.0'76.000,00 Rp664.000,00 Rp664.000,00 

Rp 1.946.000,00 Rp 9~.000,00 Rp910.000,00 Rp910.000,00 

I 
Rp 2.648.000,00 Rpl.4\8.000,00 Rp580.000,00 RpSS0.000,00 

' 

Rp 1.493.000,00 Rpl..3J5.000,00 RpSS0.000,00 RpSS0.000,00 
! 
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TARIFHOTEL 

~ABAT 
PEJABAT 

NO PROVINSI SATUAN PEJABAT .ESELON IV/ GOLONGAN 
ESELONil ES;ELON ill/ GOLONGAN 1/Il GOLONGANIV m 

1 2 3 4 ' 5 6 7 

KALIMANTA t 
20 NBARAT OH Rp 1.538.000,00 Rpll125.000,oo Rp538.000,00 Rp538.000,00 

i 
KAIJMANTA ' 21 NTENGAH OH Rp 3.391.000,00 Rp1~160.000,00 Rp659.000,00 Rp659.000,00 

; 

22 KAIJMANTA OH Rp 3.316.000,00 Rp1Jsoo.ooo.oo Rp5401l00,00 Rp540.000,00 NSELATAN 

23 KALIMANTA OH Rp2.188.000,00 Rpl~507.000,00 Rp804.000,00 Rp804.000,00 NTIMUR 

24 KAIJMANTA OH Rp 2.188.000,00 Rpl .. 507.000,00 Rp804.000,00 Rp804.000,00 NUTARA 

25 
SULAWESI OH Rp 2-290.000,00 Rp 924.000,00 Rp782.000,00 Rp782.000,00 UTARA 

26 GORONTALO OH Rp 2.549.000,00 Rpl.~31.000,00 Rp764.000,00 Rp764.000,00 

27 
SULAWESI OH Rp 2.581.000,00 Rp1,P1s.ooo,oo Rp704.000,00 Rp704.000,00 BARAT 

SULAWESI 
! 

28 OH Rp 1.550.000,00 Rpl.920.000,00 Rp732.000,00 Rp732.000,00 
SELATAN 

' 
SULAWESI ' Rp951,000,00 29 
TENGAH 

OH Rp 2.027.000,00 Rpl.?67,000,00 Rp951.000,00 

30 
SULAWESI OH Rp 2.059.000,00 Rpl.297.000,00 Rp786.000,00 Rp786.000,00 
TENGGARA 

31 MAlUKU OH Rp 3.240.000,00 Rpl.048.000,00 Rp667.000,00 Rp667.000,00 

32 MAlUKU OH Rp 3.175.000,00 Rpl.073.000,00 Rp600.000,00 Rp600.000,00 UTARA 

33 PAPUA OH Rp 3.318.000,00 Rp2.521.000,00 Rp829.000,00 Rp829.000,00 

PAPUA ' 
34 BARAT OH Rp 3.212.000,00 Rp2.?56.000,00 Rp718.000,00 Rp718.000,00 
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NO 

I 

2 

! 
I.AMPIRAN N I 

PERATURAN ~PAT! TUBAN 
NOMOR 8 I_ TAHUN 2021 
TENT.ANG i 
PERJALANAN IDINAS BAGI PEGAWAJ APARATIJR 
SIPIL NEGARt DAN PEGAWAI NON APARATUR 
SIPIL NEGARf' DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN 1iUBAN 

' UANG REPRESENTASI BAGII PEJABAT ESELON II 

' 1UANG REPRESENTASI 
URAIAN 

SATUAN BESARAN 

' DalamDaerah OH Rp. 75.000,00 
' 

LuarDaerah OH Rp. 150.000,00 

BUPA TUBAN, 

H. F'A'TJIDJL HUDA 



. ' 

Cont.oh Betttuk SPPD 

LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 

' Nf}MOR 8 TAHUN 2021 

TEtll'ANG 
tkRJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARA'IUR SIPfL NEGARA 

DAN PEGAWAI NON APARAIDR SlPIL NEGARA. DI 
' lJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

-~--; "=~=·= ' 
SURAT PERINTAH PERJAlANAN DINAS 

(SPPD) i 
NOMOR: ........... ; ......... . 

l. Pejabat yang berwenang memberi perintah 

2. Nama ASN clan NON ASN yang diperintahkan 
Perjalanan Dinas 

3. Jabatan dari A.SN den NON ASN 
yangmperintahkan 

4. Maksud Perjalanan 

5. Ahrt Angkutan yang dipergunakan 

6. a.. TempatBerangkat 
b.TempatTajuan 

7. a. Lamenya.Perjalanan 
b.Tangga!Be,angkat 
c. Tanggal Harus Kembali 

8. Pem.bebanan Anggaran 
a. Inst.ansi 
b. Kode Rekening 

9. Keterangan Lain - lain 

' 

! ' 
! Nama ' 

i 
Jabatan : 

! a 

b. 

i a. 
b. 

: c. 
' ' 

a 
I b. 

Tuban, ·······•··················· 

(Ptjabat yang berwenru,g) 

NAMA 
NIP. 

Pangl<at 



' ' 

I. Ti."ba di 
PadaTanggal 

Kepala 

II. Tiba di 
PadaTanggal 

Kepala 

III. Tiba di 
Pada Tanggal 

Kepala 

IV. Tiba kcmbali di 
(Tempat Kedudukan) 

( ........................ ) 

( ........................ ) 

( ........................ ) 

Pejabat yang memberi petintah 

v. Cata.tan Lain· lam 

·2· 

' Berangkat! dari 

~':tr:.i;~~dukan) 
Ke ' 
Kepala 

Berangkat \d-ari 
Ke ' 
PadaTanggal 
Kepala ,, 

Berangkat dari 
Ke . 

PadaT~al 
Kepala 

Berangkat(lari 
Ke ' 

PadaT~ 
Kepala 

( .................. ) 

( ........................ ) 

......................... 

( ........................ ) 

( ........................ ) 

Telah diperiksa dengan ke~ bahwa 
perja1anan tersebut diatas benar dilakukan 
atas perin;tahnya dan sernata - rnata untulc: 
kepentingkm jabatan daJam waktu yang 
scsingkateya . su,gkatnya 

' 

' Pejabat yang memberi perintah 
i 



' ' 

• 
' 

,, 

~RANVJ 
PENA.1URAN BUPATI TOBAN 

NOtlfOR 8 TAHUN 20'2I 

TENl'ANG 

PER/JALANAN DINAS BAGI PKOAWAI APARAnJR SIPl:L NEGARA 
DAN PEGAWAJ NON APARATUR SIPIL NEGARA DI 
UNGKUNGANPEMERINTAH KABUPAT!tNTUBAN 

PERINClAN PERH1'l'l.1NGAN BIA.YA PE&JALANAN DINAS 

Lampiran SPPD Notnol; : 

~· ' 
1. 
2, 
3. 

Telah dibayar !lejumlah 
Rp, ............... . 
{dalam hun11) 

PERINCIAN BIAYA 

umlah 

' 

NAMA 
NlP 

Di\'etapkan squm1ah 
Yang te1ah dtl:,ayar ~ 
Sisa kumng/lebih 

JUMLAH KETERANGAN 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Telahmenerimajumlahuangsebesar 
Rp. ............... . 
(dalamhuruf) 

Yang Menerima 

NAMA 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG 

• Rp. ..................... .. 
·Rp. ..................... .. 
. .,. ...................... . 

PenggunaAngga,an 

NAMA ,,.,_, 
NIP. 



' . 
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LAMPIRANVIl 

PERATURAN BUPJ\.TI TUBAN 

NOMOR 8 T1'ffl]N 2021 

TENT.ANG 

PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DAN PEGAW AI ; NON AP.ARATUR SIPI.L NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBAN 

DAFI'AR PENGELUJ\RA); RllL 
I y- bertanda tangan di bawah ini : ! 

I 
Nama 
Jabatan 

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SP.PD ) tanggal ••••••••••.•••• Nomor : ...•....•... 
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: : 

1. Bia.ya transport ASN clan NON ASN, dan / atau biaya penginapan di bawah 
ini yang tidak dapa.t diperoleh bukti- bukti pengeluaran~ meliputi : 

NO URAIAN JUMLAH 

JUMLAH 

2. Jumlah uang tcrsebut pada angka 1 diatas benar-benat dikeluarkan untuk ~1aksaoaan 
perjalanan dinas dimaksud dan apa.bila dikemudfun hari terdapat kelehihan atas 
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan ke~biban tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunalam . 
sebagaimana mestinya. 

Mengetahui / Menyetujui 
Pejaba.t yang berwenang 

NAMA 
JABATAN 

Toban, 

ASN clan NON ASN 
Yang melakukan perjalanan dinas 

NAMA 
JABATAN 

BUPA: 

ff.FA: 


